
 

 

 

BUPATI TABANAN 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN BUPATI TABANAN 

NOMOR 48 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 

TAHUN ANGGARAN  2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  TABANAN, 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9  

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat : 1. 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 1655); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

 



 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 



 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 

2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabanan Nomor 1); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15  Tahun 

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12  Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tabanan Nomor 15 Tahun 2015 Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabanan Nomor 12); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan 

Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabanan Nomor 12 ); 

 

 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2016. 

 

Pasal 1 

 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas : 

 

 

 

 

 



 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli 

Daerah 

b. Dana 

Perimbangan 

c. Lain – lain 

Pendapatan yang 

Sah 

Rp. 

 

Rp. 

 

Rp. 

318.083.799.105,63 

 

 1.375.436.686.602,30 

 

101.080.964.556,96  

 

Jumlah  Pendapatan Rp.  1.794.601.450.264,89 
 

 

 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak 

Langsung 

1) Belanja 

Pegawai 

2) Belanja Bunga 

3) Belanja Hibah 

4) Belanja 

Bantuan Sosial 

5) Belanja Bagi 

Hasil 

6) Belanja 

Bantuan 

Keuangan 

7) Belanja Tidak 

Terduga 

 

 

Rp. 

 

Rp. 

Rp. 

 

Rp. 

 

Rp. 

 

 

Rp. 

 

Rp. 

 

 

910.740.327.400,75 

 

31.394.350,00 

37.395.400.000,00 

 

2.926.000.000,00 

 

14.417.336.225,00 

 

 

206.136.048.600,00 

 

781.932.000,00 

 

Jumlah  Belanja 

Tidak Langsung 

 

Rp. 

 

 

 

1.172.428.438.575,75 

 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang 

dan Jasa 

3) Belanja Modal 

 

Rp. 

 

Rp. 

Rp. 

 

27.146.895.493,00 0 

 

416.429.978.349,89 9 

257.059.674.204,87 7 

Jumlah  Belanja 

Langsung 

 Rp.  701.036.548.047,76 

Jumlah  Belanja   Rp. 1.873.464.986.623,51 

Surplus/(Defisit)   Rp. (78.863.536.358,62) 



 

 

 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

Pembiayaan 

b. Pengeluaran 

Pembiayaan 

 

Rp. 

 

Rp. 

 

148.047.400.260,36 

 

1.478.035.294,12 

 

Jumlah  

Pembiayaan Netto 

  

Rp. 

 

146.569.364.966,24 

    

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

 

Rp. 

 

67.705.828.607,62 

 

 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 

penjabaran laporan realisasi  anggaran. 

 

 

 

Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 



 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. 

 

 

Ditetapkan di Tabanan 

Pada tanggal 30 Agustus 2017  

BUPATI TABANAN, 

 

 

 

NI PUTU EKA WIRYASTUTI 

 

 

 

Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal 30 Agustus 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

 

 

 

 

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN  2017  NOMOR 48    
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